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Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 
31. PasaJ 32, Pasal 38 dan Pasal 49 ayat (3) Pera tu ran Dae rah 
Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraruran Bupati 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pemilihan Kepala Desa. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahu n 1959 tentang Pernbentukan 
Daerah-Daerah Tk, n di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pern bcnt.u kan 
Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

.:i. Undang-undang Nornor 8 Tahu n 2013 teruang Pembcntukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, 
Tambahan Lernbaran Negara Repubiik fndonesia Nomor 5401); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali, ierakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ked ua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 
Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pernerintah Daerah Kabupaterr/Kota: (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 l Tambahan 
Lernbaran Negara Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan kctentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor l 23, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015 ten tang Perubahan Peraturan 
Perncrintah Nornor 43 Tahun 2014 ten tang Pera tu ran Pelaksanaan 
1.Jndang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2014 teruang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

l 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 21 Tah un 201 1 ten tang Peru bah an Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penge!olaan Keuangan Daerah; 

11. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
Tentang Pedornan Teknis Peraturan di Desa [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

12. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nornor 1 12 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

13. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nornor 113 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

J 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Ten tang 
Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

l 5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 83 Tanu n 2015 teritang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 

16 Pera tu ran Menteri Dal am Negeri Nomor 84 Tahun 2015 ten tang 
Sus unan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 
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masyarakat. hak asal usu\, adat istiadat dan sosia\ budaya 
masyarakat setempat rnasih hidup dan sesuai <lengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

9. Du sun adalah bagian wilayah desa. 
10. Pernenntahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pernerintah Desa dan Sadan Pennusyawaratan Oesa. 
11. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 
l 2. Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya rnerupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilavah dan 
ditetapkan secara dernokratis. • 

13. Lem baga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh 
pernerintah desa berdasarkan usu! dan prakarsa rnasyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pernerintah desa. 

14. Lembaga adat adalah lernbaga yang telah turnbuh dan 
berkcmbang dalam sejarah masyarakat hukurn adat, berwenang 
u ntuk menata dan rnenyelesaikan pennasalahan kehidupan 
masyarakat setempat. 

15 Keuangan desa adalah sernua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dirulai dengan uang terrnasuk didalamnya segala se suatu 
baik berupa uang rnaupun berupa barang yang dapat dijadikan 
milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang 
bersurnber dari pendapatan desa. 

17. Panitia Pcmilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya 
disebut PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD unruk 
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 

18. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
diteta pkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarakan bersarna 
dengan BPD. 

19 Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah 
oitetapkan oleh PPKD Kepala Desa pemilihan sebagai calon yang 
berhak dipilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Timur. 

20. Ca,011 Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang 
mernpcroleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pernilihan 
Kepala Desa. 

21. Pe njabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat dari 
unsur PNS oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban I<epala Desa dalam 
kurung waktu tertentu , 

22 Perrulih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah 
rnerne n uhi per syaratan u ntuk menggunakan hak pilih dalam 
pemilihan Kepala Desa. 

23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah 
daftar pemiiih yang disusun berdasarkan data DPT pemilihan 
umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali 
kebenarannya serta ditarnbah dengan pemilih baru. 

--,·· 
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Pasal 2 
( l) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh 

wilayah Kabupaten Kolaka Timur. 
(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( l) dapat dilaksanakan bergelombang paling ban yak 3 
(tiga) kali dalamjangka waktu 6 (enam) tahun. 

(3) Dalam hal rerjadi kekosongan jabatan kepala desa dalarn 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati 
men unju k penjabat Kepala Desa. 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB II 
PEMILIHAN KEPALA DESA 

24. Daftar Pernilih Tambahan adalah daftar pemilih yang <lisusun 
oerdasarkan usulan dari pem\\lh katena yang bersangkutan 
belum terdaftar dalam Daftar Pernilih Sementara. 

25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah 
daftar pemi!ih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar 
penentuan iden utas pcmilih dan jurnlah pemilih dalam 
pemilihan Kepala Desa. 

26. Hak p.lih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk mcnentukan 
sikap pilihannya. 

27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPJ<D 
Kepala Desa pemilihan un ruk mendapatkan bakal calon dari 
warga rnasyarakar setempat atau pu tra Putri Desa, 

28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD Kepala 
Desa pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan 
rnaupun kepemimpinan oakal calon. 

29. Karnpanys adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon 
Kepala Desa untuk meyakinkan para pernilih dalam rangka 
mendapatkan dukungan. 

JO. Pernbinaan adala h pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
perencanaan, penelitian, pengembangan, birnbingan , 
pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, 
pengawasan umurn dan evatuasi pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa. 

31. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh 
wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya. 

32. Keputusan Kepala Desa adalah kepurusan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa. 

33. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah 
tempat dilaksanakannya pernungutan suara. 

34. Panitia Pernilihan Kabu paten selanjutnya disebut PPK adalah 
Panitia pemilihan di Kabupaten yang di bentuk oleh Bupati 
pada ringkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan 
perrulihan Kepala Desa. I 
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Pasal 4 
( l) Pemilihan Ke pala Desa dilaksanakan melalui tahapan: 

a. persiapan; 
b. pencalonan: 
c. pernu ngutan suara: dan 
d. penetapan. 

(2) Tahapan persiapan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri atas kegiatan : 
a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa 

jabatan yang disarnpaikan 6 (enam) bulan sebelurn berakhir 
masajabatan; 

b. Pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalarn jangka l O 
(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; 

c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati 
disarnpaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
pemberitahuan akhir masa jabatan; 

d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada 
Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 
nari setelah tcrbentuknya PPKD; dan 

e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupat.i dalarn jangka waktu 
30 ( tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD. 

(3) Taha pan sebagaimana dimaksud pacla ayat (I) huruf b terdiri 
atas: 
a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalarn jangka 

wakru 9 (sembilan) hari: 
b. penelitian kelengkapan persyaratan adrninistrasi. klarifikasi, 

serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka 
wakt u 20 (dua puluh) b ar i: 

Bagian Kedua 
Tahapan Pemillhan 

mempertimbangkan: 
a. pengelornpokan waktu berakhirnya masa jabatan Kcpala 

Desa diwilayah Kabupaten ; 
b. kernarnpuan keuarigan Daerah; dan /atau 
c. ketersediaan PNS di 1ingkungan Kabupaten Kolaka Timur 

yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. 
(2) Pemilihan Kepala Desa bergelornbang sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (I) dilakukan dengan interval waktu paling Jama 2 
(dua) tah u n 

Pasal 3 
Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana 
dalam Pasal 2 dapat clilaksanakan clengan 

(I) Pemilihan 
dimaksud 

(4) Penjabat Kepala Desa sebagairnana dimkasud pada ayat \3) 
berasal dari PNS Pernerintah Daerah yang rnemenuhi 
pcrsyararan perundang-undangan. 

. 6 . 



Pasal 5 
( l) Bupati mernbentuk PPK dalam rangka pemilihan Kepala Desa 

secara serentak. 
[2) PPK sebagairnana dimaksud pada ayat (I) rnernpunyai tugas 

meliputi: 
a. merenca.nakan. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan 

semua tahapan pelaksanaan pcmilihan tingkat kabupaten; 
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemihhan Kepala 

Desa terhadap PPKD; 
c. mcnetapkan jumlah surat suara dan kotak suara 

berdasarkan jumlah wajib pilih tetap yang telah ditetapkan 
dan diajukan oleh PPKD; 

d. me~fasilita.si pencetakan surat suara dan pembuatan kotak 
suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; 

e. menyarnpaikan surat suara dan kotak suara dan 
perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD; 

f. memfasilitasi penyelesaian perrnasalahan pemilihan Kepala 
Desa tingkat Kabupaten; 

g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pernilihan; dan 
h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan 

dengan Keputu san Bupati. 

Bagian Ketiga 
Panitia Pemilihan Kabupaten 

c penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
huruf b pnting scdil.clt 0. (dua) ora,15 clar'l r,ali,it:; v~l't.) «1 .. s (1,'r,,« 

orang calon; 
d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan 

Kepala Desa; 
e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka 

waktu 3 [tiga) hari; dan 
f. rnasa tenang dalam jangka waktu 3 [tiga) hari. 

(~) Tahapan pernungutan suara sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( l) huruf c terdiri atas kegiatan : 
a. pelaksanaan pemungutan clan penghitungan; 
b. pcnetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau 
c. dalarn ha! calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 

I (saruj orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah 
perolehan suara yang lebih luas. 

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf 
d terdiri atas kegiatan: 

a Laporan PPKD mengenai calon terpilih kepada BPD paling 
larnbat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; 

b. Laporan BPD mcngenai calon terpilih kepada Bupati paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD; 

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pcngesahan dan 
pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterima laporan dari BPD; dan 

d. Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lam bat 30 
[tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan 
dan perigangkatan Kepala Desa. 

• 7 - l 
'j 

1 
I :, 
\ 



'Pasa\ €, 

\ \ \ BPI) merrvorosea pemi\1han Kepa\a Desa d,awa\i dengan 
rnernoeruuk PPKD yang chtetapkan. dengan Keputusan BPD 
da\am jangka waktu io lsepu\uh) hari setetah pemberitahuan 
akh\r rnasa .ia'oatan Kepala Desa, kecuah untuk perniunan 
serenrak untuk yang pertarna kali. 

(2) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat SPD dengan 
rnelibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dcsa dan 
tokoh rnasyarakat. 

{3) Setela h PPKD dibentuk. paling Jama 5 (lirna] han PPKD 
menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pernilihan Kepala Desa. 

(4) Camat mernfastlitasi pernbentukan PPKD. 
(5) Keanggotaan PPKD di tetapkan dengan keputu san BPD. terdiri 

dari unsur perangkat desa, pengu rus lembaga kernasyarakatan 
desa dan tokoh rnasyarakat, dengan keterwakilan perempuan 
30°/o (tiga puluh persen) dari jumlah panitia dan keterwakilan 
kewilayahan desa yang ditetapkan oleh BPD, dengan susunan: 
a. Ketua 1 (satu] orang; 
b. Sekretaris I [satu] orang; 
c Bendahara I [satu] orang; dan 
d. seksi-seksi dengan jumlah personil disesuaikan dengan 

kcbutu han . 
(6) Jumlah PPKD sebagaiman dimaksud pada ayat [5) berjumlah 7 

(tujuh] orang. 
(7) Penentuan kedudukan dalam PPKD ditetapkan dalam 

musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang 
tertu ang dalam berita acara. 

Bagian Keempat 
t'an\.Ua t'em\.\i.han Kepa\a Desa 

(3) Jurn!ah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (_2\ huruf d 
paling banyak tambahannya 2°/o (dua perseratusl dari jumlah 
wajib pilih terap yang telah ditetapkan oleh PPKD. 

(4) PPK sebagairnana dimaksud sesuai pada ayar (I) adalah 
gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur terkaic dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang 
ditetapkan dengan Kepucusan Bupati terdiri dari unsur : 
I. Asisten ( 11 Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
2 Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa; 
3. \nspektorat; 
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
5. Badan Politik dan Pemcrintahan Urnum: 
6. Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olah raga; 
7. Sadan Satuan Palisi Pamong Praja dan Linmas; 
8. Bagian Pernerintahan Umum; 
9. Sagian Hukurn: 
10. Carnat yang wilayahnya rnelakukan pernilinan Kepala Desa; dan 
11. Unsur TNl dan Poiri. 

- 8 - 



(Si Hasil pembentukan PPKD sebagai di rnaksud ayat l l) 
disarnpaikan secara te:-tulis lcepada Dupo.ti melalui Ce.rrie t 

dengan tembusan kepada DPRD. 
(9) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rnernpunyai tugas: 

a. Menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa; 
b. Menetapkan jadwal dan tcrnpat pelaksanaan pernilihan 

Kepala Desa; 
c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala 

Desa bersama Pernermtah Desa untuk ditetapkan menjadi 
Keputusan PPKD sctelah rnendapatkan persetujuan BPD; 

d. mengajukan biaya pernilihan kepada Bupati melalui Camat: 
e. rnelakukan penjaringan da n penyanngan bakal calon 

Kepala Desa: 
f. rnelakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pernilih; 
g. rnenetapkan calon yang telah mernenuhi persyaratan: 
h. menetapkan tata cara pelaksanaan karnpanye; 

mernbuat berita acara antara lam berita acara hasil 
penjaringan. berita acara hasil penelinan kelengkapan dan 
keabsahan adrninistrasi bakal calon, berita acara hasil 
penetapan calon , dan penghitungan suara; 

J. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pernilihan Kepala Desa; 

k, melaksanakan pernungutan suara dan penghitungan suara, 
l. menetapkan hasil rekaprtutasi penghitungan suara dan 

mengumumkan hasil pemilihan; 
m. rnenetapkan calon l<epaJa Desa terpilih, 
n. melaporkan pelaksanaan pernilihan Kepala Desa; 
o. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran aras 

larangan pelaksanaan karnpanye: 
p melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan: 

dan 
q. Mernpertanggungjawabkan pcnggunaan biaya pemilihan 

Kepala desa kepada BPD dan Kcpala desa guna dilanjutkan 
kepada Bupati melalui Camat. 

( 101 PPKD bersifat mandiri. tidak memihak dan wajib berlaku jujur , 
adil, transparan, dan penuh tanggungjawab, 

( l I) PPKD bertanggung jawab kepada BPD dengan tembusan kcpada 
Carnat dan Bupati Cq. BPM dan Pemdes Kab. Kolaka Timur. 

( l 2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi PPKD. 
( 13) Dalam hat anggota PPKD mencalonkan diri sebagai bakal calon 

Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan 
diberheukan dari keanggotaan PPKD dan diganti dalam rapat 
yang diselenggarakan BPD. 

f 14) Pergantian anggota PPKD sebagairnana dimaksud pada ayat (9) 
ditetapkan dengan Keputusan BPD. 
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Pasal 9 
{ 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih , harus terdaftar sebagai 

permlih. 
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) harus 

memenuhi syarat: 
a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan 

Kapala Desa sudah berumur 17 (tujuh betas) iahun atau 
sudahy pernah menikah d itetapkan sebagai pemilih. 

h. Tidak mengalami gangguan jiwa/ingatan; 
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putu san 

pengadilan yang telah mernperoleh kckuatan hukum tetap: dan 

Bagian Ketujuh 
Penetapan Pemilih 

Pasal 8 
(I) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon 

yang telah memenuhi syarat. 
(2} Yang dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa 
Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan. 

Bagian Keenam 
Hak Warga Yang Dapat Dipilih 

Pasal 7 
{ 1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip 

prinsip seclerhana, efisien, dan efektif. 
(2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn 
Kolaka Timur. 

(3) Biaya penyelenggaraan pernilihan Kepala Desa d1pergunakan 
uniuk: 
a. pengumuman, undangan, pernbuatan kotak suara, surat 

suara, pernbuatan tanda gambar, dan adrninistrasi lainnya: 

b. pembuatan bilik tempat pemilihan; 
c. honoranum panitia dan petugas; 
d. biaya konsumsi dan biaya rapat; 
e pengadaan/ sewa alat-alat perlengkapan; 
f. biaya transfortasi Panitia Pemilihan Kepala Desa: dan 
g. biaya kelengkapan lainnya. 

(4) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan 
pemungutan suara. 

(5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada srandarisasi harga 
barang dan jasa. 

Bagian Kelima 
Biaya Penyelenggaraan Pemilihan 
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Pasal 12 
( l ] Dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ayar 

(2) pernihh atau anggota keluarga dapat mengajukan usu! 
perbaikan rnengenai penulisan nama dan/atau iderititas lainnya. 

(2i Sclain usul perbaikan sebagai man a dirnaksud pad a ayat (Ii, 
pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang 
melipuu. 

Bagian Kesembilan 
Daftar Pemilih Sementara Perbaikan 

Pasal 11 
( l) Daftar perruhn sernentara sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 

l O ayat ( I}, diurnurnkan oleh PPKD pada ternpat ) ang mudah 
dijangkau rnasyarakat. 

(2) .Jangka waktu pengumuman sebagairnana dimaksud pada ayat 
( i) selama 3 (tiga] hari sejak di tetapkan DPS. 

Pasal 10 
[ l) Daftar pernihh sementara, ditetapkan paling lambat 60 (enarn 

puluh) hari scbelum pelaksanaan pernilihan dan diurnu mkan 
oleh PPKD dimasing-masing TPS untuk rnernberikan kesernpatan 
kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usu! 
penyempumaan 

(2) Daftar pernilih sementara dirnutakhirkan dan divalidasi sesu ai 
data penduduk di Desa. 

(3) Pernu takhiran sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 
karena: 
a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sarnpai dengan hari dan 

tanggal pemungutan suara pemilihan sud ah berurnur 17 
(tujuh belas) tahun; 

b belu:n berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah 
menikah; 

c. telah meninggal dunia; 
d pindah domisili ke desa lain: atau 
e. belurn terdaftar. 

(-+) Berdasarkan daftar pemilih serncntara sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (2), PPKD menvusun dan menetapkan daftar pemilih 
serneritara. 

Bagian Kedelapan 
Daftar Pemilih Sementara (DPS) 

d. berdornisili di desa sekurang-kurangnya 6 \enam) l:m'ian 
sebe\um disahkanny:::i (bft!'.lr pi>m~hh t>r>mr.,ntnrn .vnng 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk arau surat 
keterangan Penduduk. 

(3) Perntlih yang telah terdaftar dalam daftar pcmilih ternyata tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai maria dimaksud pada ayat (2), 
udak dapa; rnenggunakan hak memilih 
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Pasal 16 
( ll DPT sebagairnana dimaksud dalam Pasal l 5, diurnu mkan di 

ternpat yang strategis di desa untuk dikecahui oleh masyarakat. 
{2) .Jangka wa.ktu pengumuman DPT sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1), selarn 3 (tiga) hari ternitung sejak berakhirnya jangka 
waktu peneiapan daftar pemilih tetap. 

Pasal 15 
[l) PPKD melakukan penyusunan, menetapkan dan mengumurnkan 

DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pem.ilih tarnbahan sebagai 
DPT paling lambat 40 [ernpat pulun] hari sebelurn pelaksanaan 
pemungutan Suara. 

(2) Pcnetapan DPT di tetapkan dcngan keputusan PPKD yang di 
tand a tangani oleh anggota PPKD. 

Bagian Kesebelas 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Pasal 14 
( 1) Daftar pemilih tarnbahan diurnumkan oleh PPKD pada ternpat 

ternpat yang rnudah dijangkau oleh masyarakat. 
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tarnbahan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (ll, dilaksanakan selama 3 (tiga] hari terhitung 
sejak berakhirnya jangka waktu penyu sunan tambahan. 

Pasal 13 
( J) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada 

PPKD melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga/Dusun. 
(2) Pemilih sebagai maria dimaksud pada ayat ( 1) didaftar sebagai 

perr.ilih tambahan 
[3) Pencatatan data pernilih tarnbahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). dilaksanakan paling larnbat 3 (tiga) hari, sejak 
berakhimya jangka waktu perbaikan DPS. sebagaimana di 
rnaksud pasal 12 ayat (4). 

Bagian Kesepuluh 
Daftar Pemilih Tambahan 

a Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; 
b. Pemilih surl::ih tidn\z bPrdomisiJ; c1; Dc.sA bc~~ebu,, 

c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 (tujuh belas} 
tahun; 

d Perrulih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi 
syara; sebagai pemilih; atau 

e. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS tetapi memerruhi 
syarat sebagai pemilih. 

(3) Saran dan usu! penyempurnaan yang diajukan setelan melewati 
jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani clan ticlak 
mempengaruhi jalannya pemilihan Kcpala Desa. 

(4) Usu! perbaikan dan informasi sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) dan ayat (2) diterima, PPKD segera mengadakan perbaikan 
daftar pemilih sernentara 
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Pasal 22 
(1) PNS yang rnencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus 

mendapatkan lzin tertulis dari Bupati Kolaka Timur atas 
permohonan PNS yang bersangkutan berdasarkan rekornendasi 
dari Pirnpinan lnstansinya dengan mempertimbangkan 
ketersediaan jurnlah PNS di Daerah Kabupaten Kolaka Timur 

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dirnaksud pada ayatl l ) terpilih dan 
diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibcbaskan 
sernentara dari jabatannya selarr.a menjadi Kepala Desa tanpa 
kehilangan hak sebagai PNS 

(3) Dalam hal penjabat Kepala Desa PNS mencalonkan diri menjadi 
calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan 
Bupati mengangkat./menunjuk penjabat kepala desa dari PNS 

Pasal 21 
( 1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kernbali diberi cuti 

sejak diteta pkan sebagai calon sampai dengan selesainya 
pelaksanaan penetapan calon terpilih. 

(2) Dalam hal Kepala Desa cu ti sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(I). Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala 
Desa sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) Kepala Desa. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kedua Belas 
Pencalonan 

Pasal 20 
Bagi calon pemilih yang telah terdaftar di DPT dan sarnpai dengan 
pelaksariaan pemungutan suara beh.rn mernperoleh surat 
undangan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan 
Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku. 

Pasal 19 
DPT yang sudah disahkan oleh PPKD iidak dapat diubah , kecuali 
ada pemilih yang meninggal du nia atau pindah penduduk, PPJ<D 
mcrnbubuhkan catatan dalam DPT pada kolorn keterangan 

·rneninggal dunia "atau pindah penduduk. 

Pasal 18 
Rekapitulasi jurnlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan 
penvu su nan kebutuhan surat suara dan ala; perlengkapan 
pernilihan ditctapkan/disahkan oleh P?KD. 

Untuk ke per-lu a n pemungutan ::suuru di Tl"'S "e.-ca uncu!< 
kepentingan para calon Kepala Desa Panitia rnenyusun salinan DPT 
untuk TPS dan para calon. 

Pasal 17 
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Pasal 24 
Panitia Pemi!ihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal Caton 
Kepala Desa dengan: 
a. Mengumurnkan pelaksanaan pernilihan Kepala Desa pada 

cempat-tempat fasilitas urnurn ditiap dusun; 
b. Mensosiahsasikan persyaratan pe ncalonan Kepala Desa; 
c. melakukan penjaringan calon; 
d . Memeriksa, meneliti dan memverifikasi berkas larnaran dan 

persyaratan para calon: 
€'. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: 

l) Warga Negara Republik Indonesia; 
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: 
31 mernegang teguh dan mengamalkan pancasila, metaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mernpertahankan dan rnemelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhi.nneka Tunggal Ika; 

4] berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah 
pertarna atau sederajat; 

51 berusia paling rendah 25 (dua puluh lirna] tahun pada saat 
rnendaftar: 

6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
7) terdafrar sebagai penduduk dan berternpat tinggal di Desa 

setempat paling kurang I (satu] tahu n sebelum pendaftaran; 
8) tidak sedang menjalani Hukuman Pidana Penjara; 
9) tidak pernah dijatuhi pida na penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h ukurn tetap 
karena mclak ukan tindak Pidana yang diancam dcngan 
Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lcbih. 
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana 

Paragraf 2 
Penjaringan Baka! Calon 

Pasal 23 
{ l) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalarn pemilihan Kepala 

Desa diberi cu ti terhitu ng sejak yang bersangkutan terdaftar 
scbagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan sclcsainya 
pelaksanaan penetapan calon terpilih. 

(21 Tugas Perangkat Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat f 1) 
dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan 
keputusan Kepaia Desa. 

t3) Apabila sarnpai dengan 3 hari sejak diterimanya surat 
permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat i l) kepala desa 
udak mengeluarkan surat lzin Cuti, maxa Carnat memberi surat 
lzin Cuti kepada perangkat desa dimaksud. 

Daerah untuk rnelaksanakan tugas kepala Desa sarnpai <li1anti\znya 
kepala dcsa ierpilih. 
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Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian 
Republik Indonesia; 

g. surat keterangan tidak pernah dihukurn karena melaku kan 
tindak pidana kejahatan dengan hukurnan paling singl<at 5 
(lima) tahun dari Pengadilan Negeri; 

h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai 
dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukurn tetap dari Pengadilan Negeri; 

1. surat pernvataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 
dan tidak akan rnengundurkan diri dalam proses pemilihan 
apabila telah diteta;:>kan menjadi Calon Kepala Desa; 

J surat pernyataan bahwa belum pemah diberhentikan ticlak 
dengan horrnat sebagai Kepala Desa; 

k. surat pernyataan sanggup berternpat tinggal di Desa yang 
bersangkutan selarna menjabat; 

I. foto copy kartu randa penduduk dan kartu keluarga yang 
dilegalisir pejabat berwenang; 

rn. surat keterangan dari pejabat berwenang menerbitkan KTP 
bahwa yang bersangkutan terdaftar memiliki KTP sebagai 

Pasal 25 
f 1) Dalam rangka penjaringan, Penduduk Desa seternpat yang akan 

mencalonkan diri mengajukan Iarnaran tertulis berrnaterai 
Rp. 6.000.00,- (Enarn Ribu Rupiah) ditujukan kepada Ketua 
BPD melalui Ketua PPKD. 

(2) Surat larnaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus 
dilarnpiri syarat-syarat: 
a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang 

Undang Dasar 1945; 
c. foto kopi ijazah terakhir dan dilegalisir oleh pejabat yang 

bcrwenang dan surat keterangan keabsahan ijazah dari Diknas; 
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter 

Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah; 
e. surat keterangan bebas Narkotika dan obat be rbahaya 

lainnya dari Badan Narkotika Nasional; 

Paraqraf 3 
Tata Cara Pencalonan 

penjara dan mengumumkan secara JUJUr clan ierbuka 
kcpada publil<: bahw« _yang bcr::,angl<uceus pcnH1l1 ctlpf<ieuw 

serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang: 
10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tctap; 
1 l) sehat jasmani dan rohani; 
12) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 [tiga) kali masa 

jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut: 
l3) tidak menjad: pengurus dan anggota partai politik, dan 
14) mempu nyai Visi dan Misi serta Program Kerja. 
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Pasal 26 
( 1) Panitia Pernilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan 

bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan 
administrasl pencalonan. 

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan adrninistrasi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (I) disertai l<larifikasi pada instansi yang 
berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang 
berwenang yang difasilitasi oleh PPK. 

(31 Hasil penelitian persyaratan ad ministratif sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (I) diruangkan dalam berita acara hasil 
penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif ba!<al Calon 
Kepala Desa. 

{4) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1). kepada rnasyarakat urituk memperoleh rnasuxan. 

Paragraf 4 
Penelitian Berkas Bakal Calon 

penduduk desa paling singkat l [satu) tahun tcraknir dengan 

bd~ !e;·~ulu,;,.puh,,., lork:lc,,...8 p«.J.. '•"'&\'J v~,,J~JL,- .. , 
kecuali desa pernekaran atau desa belum berusia I t.ahun; 

n. daftar riwayat hidup; 
o. foto berwar na terbaru ukuran 4 x 6 cm; 
p. surat izin cuti dari Bupati bagi Kcpala Dcsa; 
q. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS; 
r , su rat izin dari atasan berwenang bagi anggota 

TNI/POLRI/BUMD; 
s. surat keterangan bebas ternuan pengelolaan keuangan dan aset 

dari lnspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa/mantan 
kepala desa, Perangkat Desa/mantan perangkat desa dan 
Anggota BPD; 

t. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang 
bukan berstatus sebagai PNS; 

u. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD: 
v . Surat Pernyataan tidak sedarig menjadi pengurus dan 

anggota partai politik; 
w. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan 
x naskah visi dan rnisi serta program kerja. 

(3) PPKD menerirna berkas pendaftaran dan mernberikan tanda 
terima pendaftaran yang dibuat dalarn rangkap 2 (dua) dengan 
ketentuan l (satu) lernbar untuk yang bersangkutan dan I 
{satu) lembar lainnya untuk arsip PPKD. 

(4) Bagi bakal/calon kepala dcsa dilarang mengundurkan diri dan 
memaisukan/merekayasa terhadap persyaratan adrninistrasi 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2). 

(5) Berkas persyaratan Adrninistrasi sebagaimana dirnaksud dalam 
ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) 

(6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
haru s sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kcpada 
PPKD. 

,, 
i 
·I 
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Pasal 28 
( lj Dalam hal bakal calon yang mernenuhi persyaratan sebagaimana 

dirnaksud dalarn Pasal 27 kurang dari 2 (dual orang, PPKD 
memperpanjang waktu pendaftaran selarna 20 [dua puluh) hari. 

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang 
dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I). Bupati rnenunda 
pelaksanaan pemilihan Kepala De sa sampai dengan waktu yang 
ditetapkan kemudian atau dengan persetujuan Mu syawarah 
Desa PPKD dapat menetapkan calon tunggal dengan opsi 2 
(dua) pilihan vakni Setuju dan Tidak setuju. 

(3) Apabila '.v'.usyawarah Desa merckomendasi Bupati menunda 
pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan masa jabatan Kepala Desa bcrakhir, Bupati mengangkat 
penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan pernenntah Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

(4) Dalam Hal Calon tunggal dengan opsi 2 (dua) pilihan yakni 
setuju dan tidak sctuju sesuai yang dimaksud ayat (2), jumlah 
Pemilih yang sah harus Mencapai 50o/o (Lima Puluh Perseratus] 
ditarnbah I (satu] dari daftar Pernilih Tetap. 

(5) Apabila pernilih tidak mencapai 50% (lima Puluh Perseratus) 
ditambah 1 (satu) dari daftar pernilih tetap sesuai yang 
dimaksud ayat (4), maka Bupati mernbatalkan pemilihan 
tersebut sampai batas waktu yang akan ditentukan oleh Bupati. 

Pasal 27 
(l) Dalam ha! bakal calon Kepala De sa yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling scdikit 
2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia 
Pemilihan l<epala Desa rnenetapkan Baka! Calon Kepala Desa 
menjadi Ca!on Kepala Desa. 

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimak sud pada 
ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. 

Desa sebagaimana 
dari rnasyarakat 

rnenetapkan Ca.Ion 

(Sj Masukan masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat l4), 
wajib diproses dan diundaklanjun PPKD. 

(6) Pernberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari sejak 
diumumkan dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda 
Penduduk pihak yang mernberikan masu kan. 

(7) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan 
keabsahan adrninistrasi bakal Calon Kepala 
dimaksud pada ayat (3) dan masukan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (4) PPKD 
Kepala Desa dengan Keputusan PPKD. 

(8) Apabila basil penelitian kclengkapan dan keabsahan 
administrasi Calon yang tidak memenuhi syarat sebagairnana 
dimaksurl dalam pasal 25, maka PPl<D menyampaikan secara 
tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi 
syarat dan duuangkan dalam berita acara, 
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Pasal 31 
( l) Penetapan cal on Kepala Desa disertai dengan penentuan nornor 

urut melalui undian secara terbuka oleh PPKD. 
(2) Undian nomor urut calon sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 

dihadiri oleh para calon. 
(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun 

dalarn daftar calon dan dituangkan dalam berita acara 
penetapan calon Kepala Desa, 

(4) PPKD mengumumkan rnelalui media massa dan/atau papan 
pengumurnan tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling 
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. 

(Si Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final 
dan mengikat. 

(6) Pembuatan tanda gambar calon dan pengundian nornor urut 
calon dilaksanakan dan ditetapkan oleh PPKD. 

Pasal 30 
( l) PPKD menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan PPKD. 
{2) Pen eta pan calon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 l 

dilaksanakan 40 (empat puluhJ hari sebelurn pelaksanaan 
pemungutan suara. 

Paragraf 5 
Penetapan Calon 

Pasal 29 
Dalam ha! bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan 
seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria indikator sesuai 
urutan prioritas sebagai berikut: 

a. Pengalarnan kerja {didahulukan yang mempunyai pengalarnan 
kerja dalam bidang pemerintahan]; 

b. Tingkat pendidikan (didahulukan strata lebih tinggi dan apabila 
ada yang strata yang sama didahulukan kosentrasi bidang 
pemerintahan); 

c. Usia (didahulukan yang lebih tua): 
d. Dornisili (didahulukan berdomisili yang lebih lama atau yang 

lebih banyak jumlah penduduk); dan 
e. Seleksi terculis dan wawancara rnencakup pengetahuan umum, 

pernerintahan, hukum. sosial, budaya dan politik yang 
dirumuskan oleh PPK. 
PPKD menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan hasil 
peringkat perolehan seleksi tertulis dan Wawancara sesuai Pasal 
29 huruf e. 
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Pasal 35 
( l) Pelaxsanaan karnpanye dilarang: 

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pcmbukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945. dan bentuk Negara Kesa tu an Rcpu blik Indonesia; 

b. melakukan kegiatan yang mernbahayakan keutu han Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon 
dan Zatau Caton yang Jain; 

d. rnenghasut dan mengadu domba perseorangan atau 
masyarakat; 

e mengganggu ketertiban urnurn: 

Pasal 34 
( l) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat ( l) 

dapat dilaksanakan melalui: 
a. Pertemuan terbatas; 
b. Tatap muka; 
c. dialogis; 
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; 
e. pemasangan alat peraga ditempat Karnpanye dan ditempat 

Jain yang oitentukan oleh PPKD; dan 
f. kegiatan lain yang tidak melanggar per a tu ran perundang 

undangan. 
{2) Kampanye scbagairnana dirnak sud ayat () ), huruf c dapat 

di!aksanakan J (satu) kali secara bersamaan berupa debar 
kandidai di balai desa atau ternpat terbuka 

Pasal 33 
( 1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat ( 1) 

rnernuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kcpala Dess dan l (satu] 
kali dilaksanakan secara bersarr.aan di balai desa atau terbuka 

(2) Visi sebagaimana dirnaksud pada ayat (lJ merupakan keinginan 
yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala 
Desa. 

(3) Misi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) berisi program yang 
akan dilaksanakan dalarn rangka rnewujudkan visi. 

Pasal 32 
( I) Caton Kepala Desa dapat melakukan karnpanye sesuai dengan 

koridisi Sosial Budaya Masyarakat Desa. 
(2) Pelaksanaan karnpanye sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 

dalam jangka waktu dimulai setelah penetapan nomor urut 
sampai dengan l (satu] hari sebelurn dimulainya rnasa tenang. 

(3) Karnpanye scbagairnana dirnaksud pada ayat ( l) dilakukan 
dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab. 

Bagian Ketiga Belas 
Kampanye dan Masa Tenang 
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Pasal 39 
( l) Pemungutan suara dilaksanakan oleh PPKD di TPS. 
(2) Jumlah TPS ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah 

pemilih. 

Pasal 38 
( 1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara dengan 

Keputusan Bupati. 
(2) PPKD berdasarkan berita acara hasil kesepakatan rapat dengan 

BPD menetapkan waktu , bentuk dan lokasi/tempat pelaksanaan 
pemungutan suara yang dituangkan dalam tata tertib pemilihan 
Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat di TPS 
dan/atau ditempat yang rnudah dibaca oleh masyarakat umum. 

(3) TPS sebagairnana dimaksud ayat (2) loka sinya diternpat yang 
mudah dijarigkau oleh pernilih. 

Bagian Keempat Be la s 

Pemungutan Suara 

Pasal 37 
Masa tenang selarna 3 [tiga] hari sebelum hart dan tanggal 
pemungutan suara. 

Pasal 36 
Pelaksana karnpanye yang melanggar larangan karnpanye 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 35 ayat (I) dikenai sanksi 
a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Karnpanye melanggar 

larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan 
b. Penghentian kegiatan karnpanye diternpat terjadinya pelanggaran 

atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan 
tcrhadap keamanan yang berpotensi rnenyebar kewilayah lain. 

f. menga.ncam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 
rnasyarakat, dan/atau Calon yang lain: 

g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga Kampanye 
Calon; 

h. menggunakan fasilitas pernerintah, ternpati ibadah , dan 
tempat pendidikan; 

1. rnembawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut 
Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon ya:1g 
bersangkutan: dan 

J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 
kepada peserta Kampanye. 

(2) Pelaksanaan karnpanye dalam kegiaran karnpanye duarang 
mengikutsertakan: 
,L Kepala De sa; 
b. Perangkat Desa; dan 
c. Anggota BPD 
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Pasal 41 
( l ] Pernungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan 

tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Oesa 
berdasarka.n jadwal yang telah ditetapkan melalui keputusan 
Bupati. 

(2) Pemunguta.n suara dila.ksanakan di tempat terbuka yang 
sedapat mungkin berdekata.n dengan gedung/bangunan yang 
luas dengan jurnlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 
1 (satu) buah 

Pasal 40 
( l) PPKD menyarnpaikan surat undangan kepada penduduk desa 

yang terdaftar dalam DPT paling lambat 7 (tujun] hari sebelurn 
pemungutan suara dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan. 

(2j Surat Undangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mernuat: 
a. Nama, alarnat dibubuhi tanda tangan ketua PPKD dan 

capj' stempel Panitia; 
b. Hari dan tanggal pelaksanaan; 
c. Jam mulai dan berakhir nya pernungutan suara; dan 
d. Tempat pernilihan/pemungutan suara. 

(3) Surat undangan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), 
diberikan langsung kepada pemilih yang bersangkutan. 

(4) Para pemilih yang telah rnenerirna surat undangan harus 
menandatangani/cap jempol sebagai tanda bukti penerimaan. 

(5) Apabila pemilih tidak ada ditempat, surat undangan dapat 
dititipkan kepada anggota keluarganya dengan ketentuan apabila 
pemilih tidak dapat mem berikan hak suaranya pad a waktu 
pemilihan, surat panggiJan tersebut dikembalikan kepada PPKO. 

(61 Bagi penduduk desa yang dinyatakan berhak sebagai pernilih 
ternyata tidak ada diternpat dan tidak ada anggota keluarga 
yang bisa dititipkan surat undangannya. agar terus diurnurnkan 
atau drternui sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WIB hari 
terakhir penyampaian surat u ndangan. 

(7) Para pernilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi 
belum menerima surat undangan, dapat meminta hak nya 
dengan didarnpingi kepala dusurmya kepada PPKD selarnbat 
lambatnya 3 (tiga) jam setelah pernbukaan pernungutan suara 
dan tidak boleh drwakilkan. 

Bagian Kelima Belas 
Pelaksanaan Pemungutan Suara 

(3) Pernungutan suara sebagairnana dimaksud da\am ?asa\ 3() ayat 
(1)J dilakukan dengan mcmber~l<n..n c.'JUt'll.l''-" .c,;-,1.Q"}~~~· ,,,,.~reol ""''--"=,._ 

yang berisi nomor, foto, warna dan narna calon, (Khusus Calon 
Tunggal opsi setuju dan tidak setuju) 

(4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam 

J surat suara Dan bagi yang tunggal memilih salah satu l<olom 
sctuju atau tidak setuju. 
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Pasal 42 
ii) Panitia Pernilihan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap 

kelancaran, ketertiban dan keamanan pelaksanaan pernungutan 
suara. 

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Saksi Calon Kepala 
Desa harus berada di tempat yang telah disediakan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan. 

(3J Pemilih dilarang melakukan : 
a. rneru sak Surat Suara; 
b. rnernbuang. menghilangkan dan rnernbawa pulang Surat 

Suara; dan 
c. mernberi tanda-tanda pada Surat Suara/menandat.angani Surat 

Suara. 
(4) Setiap Pemilih hanya berhak rnemberikan satu suara dan tidak 

dapat diwakilkan kepada siapapun dengan aiaaan apapun. 

(3) Dalam keadaan dan kondisi tertentu, Ternpat Pemungutan ~uara 
(TPS) de pat dipindahkan/cJ;oJihkn,n Ice do.Jo.,n 1:5edun.5(vru->15urnrn 

yang dekat dengan Ternpat Pemungutan Suara (TPS) sebelurnnya. 
(4) Sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) hari sebelurn 

pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala 
Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak 
memilih dan mengumumkan di papan pengumuman Kantor 
Desa dan di setiap dusun atau tempat-tempat strategis lainnya 
secara terbuka tentang waktu dan tempat pemungutan suara. 

(5) Rapat pernungutan suara dimulai pukul 7 .30 WIB dan berakhir 
pukul 14.00 WlB atau sarnpai dengan sclesai, dengan susunan 
acara: 
a. Pernbukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; 
b. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa; 
c. Pernbacaan Sambutan Bupati Kolaka Timur oleh tim yang ditunjuk; 
d. Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Desa yang duduk di 

pintu masuk dilanjutkan dengan penandatanganan Surat 
Kuasa Kesaksian untuk pernungutan suara; 

e. Penjelasan Tata Tertib pernungutan suara Pcmilihan Kepala 
Desa; 

f. Pcmbukaan/pemeriksaan Kotak suara dan Surat. Suara , 
dilanjutkan dengan pemcriksaan Ternpat Pernunguran Suara 
(TPS) oleh para Saksi Calon Kepala Desa yang dipandu oleh 
Panitia Pcmilihan Kepala Desa; 

g. Pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan 
Kepala Desa; 

h. Penandatanganan berita acara Perrulinan Kepala Dcsa. 
1. Pada pukul 14.00 WIB, apabila masih terdapai antrian 

Pemilih di tempat pemungutan suara, maka penutupan 
pemungutan suara diundur sampai dengan semua Pemilih 
dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya: dan 

J. Pengesanan jalannya acara pemungutan suara oleh Panitia 
Pemilihan Kabupaten bahwa pelaksanaan pemungutan suara 
berjalan Aman, Tertib. Lancar, Urnurn, Bebas, Rahasia, .Jujur 
dan Adil. 
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Pasal 44 
Untuk mempcriancar pelaksanaan pemilihan kepala Desa perlu 
disediakan: 
1) Palu Pim pi nan; 
2) Papan Tulis/Stempel 
3) Tali pengaman pembatas bagi para pemilih; 
4) Tempat Penampungan surat Suara/kotak suara; 
5) Spidol: 
6) Paku besar/paku payung [alat pencoblos); 
7) Bantalan/busa (alas Tempat mencoblos); 
8) Tinta penanda pemillh (apabila diperlukan); dan 
9) Per alata.n Lainnya yang dipcrlukan. 

Pasal 43 
Sebelum pemungucan suara dilaksanakan, PPKD mclaksanakan 
kegiatan/persiapan sebagai beriku t: 
a. Menentukan tempat/lokasi pemungutan suara; 
b. Lokasi pernungutan suara diatur sebagai berikut: 

1) Ternpat duduk para saksi: 
2) Tempat duduk di ruang tunggu pernilih; dan 
3) Ternpat d uduk PPI<D. 

c. PPKD membagi tugas dalam pelaksanaan pemungutan suara 
dan penghitungan suara, tugas-tugas tersebut antara lain: 

1) Petugas yang menyimpan sisa undangan, memeriksa surat 
undangan/identitas pemilih; 

2) Petugas khu sus sebagai penyimpan, penghitung surat suara 
awal dan akhir (awal d iterima berapa lembar, akhir/sisa 
diterirna berapa Jembar) dimasukan/ditulis dalam: 
a) Serita Acara jurnlah surat suara pada awal pemungutan 

suara; dan 
b) Serita Acara sisa surat suara pada akhir penutupan 

pemungutan suara. 
3) Petu,gas Pernberi Surat Suara; 
4) Petugas-Petugas yang melayani pemilih; 
5) Pet ugas Konsu rnsi; 
6) Petugas Pcrlengkapan; 
7) Petugas administrasi/ sek.retaris; dan 
8) Petugas Penghitung perolehan suara dan petugas lainnya. 

(5! Pemilih yang nadir tetapi tidak marnpu membenkan suaranya 
SeCara pribadi (sakit tuna ncrrn. \umpuh). dnpnt ..,..,.,,.,.,;.,.,., 
bantuan keluarga atau seorang Panitia Pernitinan Kepala Desa 
untuk mendampingi/memandunya. 

(6) Penutupan pemungutan suara dilakukan setelah batas wakt u 
icrcapai. 

(7) Proses penghitungan suara langsung dilaksanakan sctelah 
jalannya pernungutan suara selesai. 
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Pasal 47 
(1) Pemberian suara dilaksanakan didaJam bilik suara dengan 

menggunakan alat yang telah disediakan oleh PPKD. 
(2) Pernungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, 

oebas, rahasia, jujur dan adil. 
(3) Pcmberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda 

gambar calon Kepala Desa atau mencoblos setuju atau tidak 
setuju bagi calon kepala desa yang tunggal 

(4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih mcmasukkan surat suara 
kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat 
seperti semula. 

i5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo atau sakit dalarn 
menggunakan hak pilihnya di TPS dapat dibantu oleh orang 
lain/keluarga atas permintaan pemilih dan atau seorang 
anggota PPI<D dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang PPKD. 

(6) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh 
PPKD. 

Pasal 46 
( 1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD melakukan 

kegiatan: 
a. Pembukaan Kotak suara: 
b. Mengeluarkan seluruh isi korak suara; 
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan: 
d. penghitungan jurnlah setiap jenis dokurnen dan peralatan: 
e. memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi pada saat 

melakukan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a sampai dengan huruf d; dan 

f. selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan 
menggunakan kertas yang diberi stempel PPKD. 

(2) Kegiatan PPKO sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dapat dihadiri 
Calon kepala desa, BPD, PPK, Pengawas, wartawan dan LSM. 

(3) Kegiatan sebagaiman dimaksud ayat ( l) dituangkan dalam berita 
acara yang ditanda tangani oleh ketua PPKD dan sekurang 
kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD dan dapat diikutkan para 
saksi dari calon. 

(4) Setelah melakukan kcgiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
PPKD mcrnbcrikan penjelasan rnengenai tata cara pemungutan 
suara kepada pemilih. 

(5) Pernilih yang hadir diberi surat suara berdasarkan urutan 
kehadiran pemilih dengan menyerahkan surat undangan, 

(6) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau 
meneliti. dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau 
rusak, pemilih berhak minta ganri surat suara setelah 
menyerahkan surat suara yang cacat a tau rusak. 

(7) Penggantian surai suara karena cacat atau rusak hanya l (satu) 
kali setelah diteliti oleh PPKD. 

Pasal 45 
Pada saat pemunzutan suara dan n~nghituni;i.::,n <.:u.::.ro dilt1J,,.,.,,,,..J,,.,,,. 
para calon yang berhak dipilih dapat dihadirkan di tcmpai yang telah 
ditentukan oleh PPKD. 
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Pasal 50 
l 1) Surat suara dinyatakan sah apabila: 

a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua PPKD atau yang 
Mewakili: 

b. Tanda coblos hanya terdapat pada I (satu] kotak segi ernpat 
yang memuat satu calon; 

c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat 
yang memuat nomor, foto, warna dan nama calon yang telah 
ditentukan; 

d . Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalarn salah satu 
kotak segi empat yang memuat nornor, Ioto, dan nama calon; 

e. tanda coblos terdapat pada salah saru garis kotak segi ernpat 
yang mcrnuat nomor, foio. warna dan nama calon; 

I. menggunakan alat pencoblos yang disediakan PPKD 
g. tidak terda pat tulisan/coretan pada surat suara selain yang 

telah ditenrukan oleh PPKD; 
h. surat suara tidak rusak; dan 
1. Surat suara sebagairnana dimaksud huruf b sampai dengan e 

tidak terrnaksud bagi calon tunggal. 
(2) Surat Suara dianggap tidak sah apabila : 

a. tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan: 
b tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala 

Desa a tau yang rnewakili; 
c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan; 
d. ditandatangani atau mcmuat tanda tangan yang menu njukan 

identitas Pernilih ; 

Pasal 49 
( 1) Tanda Garn bar dan Nomor Urut Calon ditetapkan oleh Panitia 

Pemilihan Kepala Desa yang berbentuk : Nornor, Fote, Warna 
dan nama calon atas kesepakatan Calon. 

(2i Penetapan Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon ditetapkan 30 
(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. 

Pasal 48 
( l) Dalarn penyelenggaraan pernungutan suara dipergunakan alat 

pemungutan suara berupa Surat Suara. 
(2) Untuk menjamin netralitas Pengadaan Surat Suara sebagaimana 

tersebut pada ayat ( 1), dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Pemerintanan Desa Kabupaten Kolaka Timur, 
selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) teknis 

(3) Sebelum Surat Suara digunakan harus ditandatangani oleh 
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan apabila Ketua Panitia 
Pemilihan Kepaia Desa berhalangan, maka penanclatanganan 
dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa. 

(4) Surat suara dalam pelaksanaan Pcmilihan Kepala Desa sesuai 
Lampiran Peraturan Bupati. 

St.trfll.t Su"r""' 

Bagian Keenam Belas 
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Pasal 51 
(1) Penghitungan suara di 'CPS dilakukan oleh PPKD setclah 

pemungutan suara berakhir. 
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (J), PPKD rnenghitung: 
a. jurnlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan 

daftar pernilih tetap u ntuk '!"PS; 
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; clan 
c. jumlah surat suara yang dikernbalikan oleh pemilih karena 

rusak atau keliru dicoblos. 
\3) Penghitungan suara sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), 

dilaku kan dan selesai di TPS oleh PPKD dan dapat dihadiri dan 
disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga 
masyarakat. 

(4) Saksi ca!on dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), harus mernbawa surat mandat dari calon yang 
bersangkuran dan rnenyerahkannya kepada ketua PPKD. 

(S) P?KD memanggil para Saksi yang telah menerima kuasa dari 
masing-masing Calon Kepala Desa untuk menyaksikan 
penghitungan suara dengan mernperlihatkan Surat Kuasa 
berrnatcrai dan diberikan kepada PPKD. 

(6) Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa rnenyaksikan secara 
seksarna penghitungan suara dan pencatatan penghitungan suara. 

(7) Dalam hal tidak ada yang sanggup/mau menjacli Saksi, maka Ketua 
PPKD dapat menunjuk salah seorang tokoh masyarakat/Panitia 
untuk menjadi Saksi dalam penghitungan suara, 

(8! Apabila dalam penghitungan suara Saksi tidak hadir atau Saksi 
meninggalkan ternpat penghitungan suara sebelum pelaksanaan 
penghitungan suara selesai dilaksanakan, penghitungan suara 
tetap dilanjutkan clan f>enghitungan Suara dinyatakun snh. 

Bagian Ketujuh Belas 
Penghitungan Suara 

e. memberikan suara untuk lebih dari 1 \satu) Ca\on: 
f mencoblos tidak tcpat pada bagian dul<>rn batos 1,ot~i, ts·""'),~,. 

yang disediakan; 
g. coblosan diantara kotak gambar: 
h. tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah discdiakan; dan 
i. tidak ada coblosan/blanko. 

1.3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya 
Surat Suara antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Saksi, 
Panitia Pernilihan Kabupaten mempunyai kewenangan untuk 
mcnguji keabsahan Surat Suara serta mengambil kepui.usan 
tentang sah atau tidaknya Surat Suara pada saat itu juga. 

(-1) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [3) bersifa; final 
serta mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 

{S) Apabila terjadi kesalahan/tindakan-tindakan yang mengandung 
unsur pidana sebelum dibuktikan di Pengadilan yang 
mernpunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat mernbatalkan 
hasil Pemilihan Kepala Desa. 
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Pasal 53 
( 1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa 

kepada BPD paling lambat 2 [dua] hari setelah tanggal 
pemungutan suara dengan dilarnpiri berkas-berkas dan berita 
acara hasil pemilihan kepala desa untuk ditetapkan dalam 
keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih , 

(2) BPD berdasarkan laporan hasil pernilihan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pacla ayat (I) menyarnpaikan calon Kcpala 
Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui 
Carnat dengan ternbusan kepada DPRD dan KepaJa Desa. 

(3) Penyampaian BPD tentang laporan Calon Kepala Desa Terpilih 
kepada Bupati melalui Camat paling iama 7 [tuju n] hari setelah 
laporan PPKD untuk mendapatkan pcngesahan menjadi Kepala 
Desa Terprlih dan pcngangkatan menjadi Kcpala Desa. 

Bagian Kedelapan Belas 
Penetapan Hasil Pemungutan Suara 

Pasal 52 
( 1) Hasil pcrrntungan sebagairnana dimaksud pada pasai 46 ayat 

(1) dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditanda tangani 
oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota 
PPKD dan dapat ditanda tangani oleh saksi dari calon 

(2j Dalam hal Saksi dari masing-rnasing Calon Kepala Desa dcngan 
berbagai alasan tidak bersedia menandatangani Serita Acara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hal ini tidak mernpengaruhi 
keabsahan Penghitungan Suara dalarn Pernilihan Calon Kepala 
Desa. 

(3) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak 
mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa 
tersebut, sepanjang belum ada keputusan hukurn yang tetap. 

(4i Perlengkapan pemungutan suara dan penghitu ngan suara di 
TPS, disimpan dikantor desa atau ditempat lain yang terjarnin 
keamanannya. 

19) Dalarn nal jumlah calon Ke!)2Ja Desa terpilih yang mernperolch suara 
terbanyak yang sama lebih dari 1 {satu) calon pada desa dengan TPS 
lebih dari l (satu), maka calon terpilih ditetapkan bcrdasarkan suara 
terbanyak pada TPS dengan jumlah pernilih terbanyak, 

i,10) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara 
terbanyak yang sama Jebih dari I (satu) calon pac!a desa dcngan 
TPS hanya l [satu}, calon terpilih ditctapkan berdasarkan wilayah 
ternpat tinggal calon dengan jurnlah pemilih terbesar. 

( l I j Dalam hal ketentuan sebagairnana dimaksud ayat (9) terjadi 
ha] seri atau tetap saja sarna perhitungan ditentukan 
berdasarkan penyebaran suara dlsetiap wilayah dusun; clan 

( ! 2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (l ! ) hasil perhirungan 
rnasih tetap dinyatakan sarna diadakan pernilihan ulang yang 
pelaksanaan dan waktunya ditentukan oleh Bupati paling 
larnbat 20 [dua puluh] hari sejak dilaksanakan perhitungan 
suara sebagaimana dimaksud ayat {l) 
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Pasal 55 
Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan 
pernilihan kepala desa antar waktu atau melanjutkan masa waktu 
kepala Desa yang dibcrhentikan atau berhenti sebelurn berakhir 
masa jabatannya dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 
(enam) bu!an terhitung sejak kepala desa berhenti atau 
diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: 

Bagian Kesembilan Belas 
Pemilihan Kepala Desa Antar waktu 

Melalui Musyawarah Desa 

Pasal 54 
( l) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, 

PPKD wajib menyelesaikan perselistnan dalam jangka waktu 
paling lambat l 5 (Jima belas) hari sesuai ketentuan perundang 
undangan yang berlaku 

(2) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa 
dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada PPKD 
dalam \\ aktu pahng lam bat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil 
pernilihan kepala desa. 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dual bahwa hanya 
berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mernpengaruhi 
terprlihnya calon kepala desa. 

(4) Apabila PPKD tidak dapat menyelesaikan perselisihan 
sebagairnana dimaksud dalam ayat (l) maka Bupati wajib 
rnenyelesaikan perselisihan sebagairnana dimaksud ayat ( 1) 
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(4i Bupati menetapkan tentang pengesahan dan pengangkatan 
Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sejak diterirnanya laporan dari BPD. 

(5) Dalam hal BPD tidak menetapkan clan mengusulkan Ca lori 
Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalu i Carna t dengan 
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, selarnbat 
lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 
pengumuman Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan 
l<epala Desa, Camat mengusulkan Calon Kepala Desa Tcrpilih 
kepada Bupati untuk diangkat dan disahkan menjadi Kepala 
Desa, dcngan dilampiri Serita Acara Hasil Pernilihan. 

(6) Apabila Panitia Pernilihan Kepala Desa tidak rnenetapkan 
dan tidak melaporkan hasil pern ilihan kepala desa serta BPD 
tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 11, maka Bupati menetapkan Calon 
Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara 
yang disampaikan oleh Carnat. 

(7) Apabila Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum diiantik 
akan diadakan pernilihan ulang sesuai dengan ketentuan 
peratu ran perundang-undangan. 
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Pasal 56 
( I) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati a tau pejabat yang 

ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggaJ 
peneroitan Keputusan Bupati tcntang pengesahan pengangkatan 
Kepala Desa terpilih; 

(2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang 
bersangkutan dihadapan masyarakat atau di tempat lain yang 
clitetapkan oleh Bupati; 

Bagian Kedua puluh 
Pelantikan Kepala Desa 

a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa d:,bku\zan kegiatan 
yang rneliputi: 
l. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama 

daJam jangka waktu 15 (Jima belas) hari terhitung sejak 
Kepala Desa diberhentikan; 

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh PPI<D 
kepada penjaoat kepala desa paling lam bat dalarn jangka waktu 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; 

3. pernberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala 
desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak diajukan oleh PPKD; 

4. pengumurnan dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh 
PPKD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hart; 

5. penelitian kelengkapan persyaratan adrninistrasi bakal calon 
ole.h PPKD dalam jangka wa.ktu 7 (tujuh} hari; dan 

6. penetapan calon kepala clesa antar waktu oleh PPl<D paling sedikit 
2 (dual orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang 
dimintakan pengesahan rnusyawarah desa untuk ditetapkan 
sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa 

b. BPD rnenyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiaran: 
1 Penyelenggaraan rnusyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD 

yang tekhnis petaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PP!<D; 
2. Pcngesahan calon kepala desa yang berhak dipihh oleh 

musyawarah desa melalui musyawarah rnufakat atau rnelalui 
pemungutan suara; 

3. Pelaksanaan pernilihan calon kepala desa oleh PPKD melalui 
mekanisme rnusyawarah mufakat atau rnelalui pemungutan 
suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa: 

4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh PPI\D 
kepada rnusyawarah desa: 

5. pengesahan calon terpilih oleh rnasyarakat desa; 
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah 

desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh] hari setelah 
musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih; 

7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah 
desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) 
hari setelah menerima laporan dari PPKD; dan 

8 penerbitan keputusan Bupati ientang pengesahan pengangkatan 
calon kepaia dcsa tcrpilih paling lambat 30 [tiga puluh] hari sejak 
diterimanya Iaporan dari BPD. 
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Pasal 58 
( 1) Kepala- Oesa berhenti, karena : 

a. meninggal dunia; 
b. pernintaan sendiri; 
c. diberhentikan. 

{2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) hurufc karena: 
a. berakhir rnasa jabatannya; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; 
d. rnelanggar larangan sebagai Kepala Desa; 
e. adanya peruoahan status Desa menjadi kelurahan, 

penggabungan 2 (dua) Dcsa atau lebih menjadi l (satu) Desa 
baru, atau penghapusan Desa; 

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; da n 
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukurn tetap. 
(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(l), BPD melaporkan dan mengusulkan pernberhentian kepada 
Bupati melalui Camat. 

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kesatu 
Pemberhennan Sementara Dan Pemberhentian Tetap Kepala Desa 

BABV 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Pasal 57 
(l) Kepala Desa memegangjabatan selama 6 (enam) tahun terhitung 

sejak tanggal pelantikan. 
(2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 

menjabai paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut 
turut atau tidak secara berrurut-turut. 

(3) Ketentuan periodesasi rnasa jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih 
melalui rnusyawarah desa. 

(4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa 
jabatannya atau diberhentikan , kepala desa dianggap telah 
rnenjabat 1 (satu) periode masajabatan. 

BAB IV 
MASA JABATAN KEPALA DESA 

(3! Sebelurn memangku jabatannya, Kepala Desa mengueap\rnn 
surnpab /janji; dan 

('-i) Pengucapan sumpah/janji dan pe!antikan Kepala Desa yang 
akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) 
berwarna putih lengkap dengan atributnya atau sesuai dengan 
ketentuan lain yang diatur oleh Bupati. 
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Pasal 64 
(l) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan 

setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. 
(2) Dalarn hal persetujuan tertulis sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1) 

tidak diberikan clalam waktu paling Jambat 30 (tiga puluh] hari kerja 
sejak diterirnanya perrnohonan, proses penyidikan dapat dilakukan. 

(3) Hal-hal yang dikecualikan d ari ketentuan sebagaimana 
dirnaksud ayat ( 1) adalah : 
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; 
b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan pidana mati; dan 
c. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberitahukan secara tertu lis oleh atasan penyidik kepada 
Bupati paling lama 3 (tiga) b ar i. 

Pasal 63 
Dalarn hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, Sekretaris Desa 
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sarnpai dengan 
adanva putusan pengadilan yang telah rnernpunyai kekuatan 
hukurn tetap, 

Pasal 62 
( l] Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, setelah melalui proses 
peradilan ternyata terbu kti tidak bersalah berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap, 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan 
pengadilan diterirna oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi 
dan mengaktifl<an kernbali Kepala Desa yang bersangkuian 
scbagai Kepala Desa sampai dengan akhir masajabatannya. 

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sernentara sebagairnana 
dimaksud pad a ayat ( 1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati 
harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan. 

Pasal 61 
Kcpala Desa yang diberhentikan sementara sebagairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 59 dan Pasal 60, diberhentikan oleh Bupati setelah 
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
vang telah mempunyai kekuatan huku rn tetap. 

Pasal 60 
Kepala Desa dibcrhentikan serneruara oleh Bupati setclah diretapkan 
sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, 
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. 

Pasal 59 
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah 
dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lirna) tahun berdasarkan register per kara di 
pen gad ilan. 
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Pasal 68 
( l) Pegawai Negeri Sipil yang dvangkat sebagai Penjabat Kepala 

Desa paling sedikit harus mernaharni bidang kepemimpinan 
dan teknis pemerintahan. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) 
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh 
hak yang sama dengan Kepala Desa. 

Pasal 67 
(I) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti 

tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pcgawai 
Negeri Sipil dari Pernerin tah Kabupaten sebagai Penjabat 
Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru. 

(2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih 
dari I (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil 
dari Pemerintah Kabu paten sebagai penjabat Kepala Desa 
sarnpai terpilihnya Kepala Desa yang baru rnelalui hasil 
Musyawarah Desa. 

(3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan 
kepala desa, Kepala Desa yang habis rnasa jabatannya tetap 
diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai 
Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai 
Penjabat Kepala Desa. 

Pasal 66 
(I) Dalam ha! terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam 

penyelenggaraan Pernilihan Kepala Desa Serentak, Bupati 
menunjuk Penjabat Kepala Desa. 

(21 Penjabat Kepala Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 
berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur 

Bagian Kedua 
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa 

Pasal 65 
(1) Kepala Desa yang rneta la ilcart rugasnya ::;ehingi,;a 11;c1 u~1h:an 

Negara atau Daerah dan rnasyarakat Desa, dikenakan sanksi 
administratif oleh Bupari berupa teguran, pemberhentian 
sernenrara dan a tau pem berhentian tetap sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Apabila teguran sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I), telah 
diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang 
waktu rnasing-rnasing I (satu) bulan ternyata tidak 
rnengindahkan, rnaka setelah mempertimbangkan saran dari 
Camat clan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan 
Kepala Desa yang bersangkutan. 
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Pasal 71 
Contoh Surar Suara, surat pernyataan dan Dokumen yang berkaitan 
dcngan pelaksanaan Pcmilihan Kepala Desa sebagaimana tercanturn 
dalam Larnpiran yang merupaka.n bagian tidak terpisahkan dengan 
peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAMPIRAN 

Pasal 70 
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Penjabat Kepala 

Desa tetap rnelaksanakan jabatannya sampai dengan kepala 
desa definitif terpilih. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sekr etaris Desa 
yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai 
derigan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Bupati paling 
lambat l [satu) bulan membentuk PPK. 

(4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi desa yang 
rnasa je.batan Kepala. Desa telah habis dan/atau bagi desa yang 
kepala desanya di jabat oleh penjabat kepala desa, BPD segera 
membentuk PPKD paling lambat l [Satu] bulan. 

(5) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , tahapan 
pelaksanaan pemungutan suara pernilihan kepala desa sudah 
harus selesai paling lambat 3 (tiga] bulan. 

(6) Pada saat peraturan Bupati ini rnulai berlaku hanya u ntu k 
pertarna kali bagi masyarakat Desa yang berdomisili di desa 
ind uk dapat mencalonkan diri di desa pemekaran yang 
melaksanakan pemilihan Kepala Dcsa serentak atau bagi Desa 
yang masa jabatan berahir 3 l Desember 2016. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

dan penga wa san tingkat 
dari u nsur Kecamatan ' 

(1) Carnat membentuk tim pembinaan 
kecamatan dcngan anggota terdiri 
Korarnil dan Polsek. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat 
( l) melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Dcsa 

(3) Apabila hasil Pernbinaan dan Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ridak dilaksanakan, rnaka Carnat 
mengusulkan kepada Bupau untuk rnenghentikan tahapan 
Pemilihan Kepala Desa. 

(4) Bupati menin<lakla.njuti usulan sebagaimana c!imaksud pada ayat 
(3) berdasarkan kajian dari Tim Panitia. Pernilihan Kabupaten. 

(5) Tahapan pernilihan kepala desa yang telah dihentikan oleh 
Bupati, maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan 
kepala desa, 

Pasal 69 

BAB VI 
PEMBlNAAN D~N 'PENG!\. W ~St..N 
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8SRITA DAERAH KABUPATEN KOLAK.I\ TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 27 

SAMSUL BAHRl MADJID 

Ttd 

Diundangl<an di Tirawuta 
Pada tanggal 22 · 08 · 2016 
Pit. SEKRETARJS DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

H. TONY HERBIANSYAH 

Ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pad a tanggal 22 · 08 · 2016 

Pasal 72 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada canggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintabkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn 
Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur 

BAB IX 
KETENTUANPENUTUP 
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Yang Membuat Pemyataan 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada unsur 
oaksaan dari pihak manapun . 

engan ini menyatakan bahwa : 

1. Bersedia mengundurkan diri apabila saya tidak terpilih dalam pemilihan 
Kepala Desa Screntak tahun 2016. 

2. Pengunduran diri saya tcrhitung sejak drlantiknya kepala desa deferntif hasil 
pemilihan. 

3. Apabila dikernudian han pernyataan saya tidak benar, rnaka saya bersedia 
dituntut di depan pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang 
diambil oleh pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

a :-Jama 

b Tcmpat/ ranggal lahir 
c. Agama 

d. Pendidikan 

e. Alarnat 

tng berianda tangan dibawah ini , 

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI 

LAMPlRAN : PERATURAN BUPATl KOLAJZA 1'1MllR 
NOMOR TAHUN 2016 
TANGGAL 20 J 6 
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN J<OLt\KA 
TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 
TE:--lTANG PE.'.v!ILIH.t\N KEPALA 
DESA 
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.............................. 
' . 

Yang Menyerahkan 
Pihak Pertarna 

Yang Menerima 
Pihak Kedua 

Dernikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

art . 

. . J kepada PlHAI< KEDUA untuk dipergunakan pada pemilihan Kepaia 
................... Periode 2016 s/d 2022 

PlHAK PERTAMA telah menyerahkan Kartu Suara sebanyak 

Yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ( 2) 
. ·························································· 

: Ketua Panitia Pernilihan Kepala Desa .Jabatan 
Alam at 

. , . Nam a 

Yang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ( 1 ) 

Alamat 

Nam a 

Nip 

Pangkat/ Col 

Jabatan 

ha ri ini, Tanggal.. Bulan Desembcr Tahun Dua Ribu 
Belas bertempat di Desa Kecarnatan karni 

g - rnasmg dibawah mi : 

BERITA ACARA SERA.H TERIMA KARTU SUARA 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sekretaris Ketua 
PANITIA PEMIUHAN KEPALA DES.A. . 

. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . 

Saksi 5 Saksi 4 Saksi 3 Saksi 2 

Dernikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bcrsedia 
enerima sanksi jika Berna Acara ini tidak benar adanya. 

Dalam Perhitungan Suara tidak terdapat hal - hal yang bertentangan dengan 
tentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang 
rlaku, serta disaksikan oleh para Saksi masing - masing Calon Kepala Desa, 
nitia Pcmilihan Kepala Dcsa Tingkat Kabupaten , Pemerintah 

.carnatan dan Penanggung .Jawab Pemilihan Kepala Desa Tingkat 
.sa. 

l. Calon Kades An Mendapat Suara 
2. Calon Kades An Mendapat Suara 
3. Calon Kades An Mendapat Suara 
4. Calon Kades An Mendapat Suara 
5. Calon Kades An Mendapat Suara 

.Iurnlah perolehan suara masing - masing Calon Kepala Desa sebagai 
berikut : 

: Suara 
.. Suara 

1 Jumlah Kartu Suara yang sah sebanyak 
2. Jumlah Kar tu Suara yang batal sebanyak 

ta Hari Tanggal.. Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enarn 
.as berternpat di Balai Pertemuan Kecarnatan telah 
aksanakan Perhitungan Suara sebagai hasil Pemungutan Suara Pernilihan 
pala Desa yang defenitif. 
mlah Wajib Pilih terdaftar sebanyak Orang dan .Jumlah wajib pilih 
1g hadir menggunakan hak pilihnya dalarn Pemungutan Suara 
)an yak. Orang. 

Pelaksanaan perhitungan suara relah diperoleh hasil sebagai benkut : 

BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
KECAMA TAN . 

PANITlA PEMILIHAN KEPALA DESA . 
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H. TONY HERBIANSYAH 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ttd 

. . ................................ 
Materai 6000 

Calon Ke pal a Desa . 
Kccarnatan . 

Yang memberi mandat Yang diberi mandat 

. , 2016 

Untuk: 

Bertindak dan atas narna saya dalam proses Pemilihan Kepala Desa 

Kecarnatan , segala biaya yang diakibatka n olch tindakannya 

d alarn rarigka mewak ili saya menjadi beban saya. 

Demikian Surat .Mandat ini dibuat dengan sebenarnya u ntuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

b. Tempat/Tanggal Lahir 
c. No KTP 

d. Alamat 

a Nama 

Kepada : 

MEMBERI MANDAT SAKSI 

ct. Alamat 

a. Narna 

b. Tcmpat/Tanggal Lahir 

c. No KTP 

yang bertanda tangan di bawah ini 

SURAT MANDtT SAKSI 
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